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ABSTRACT

The phenomenon of gender equality in access to employment is an important con-
cern in economic development that has an impact on society, especially students in
the city of Semarang. This study focuses on the issue of gender equality in employ-
ment access by assessing whether the opportunities for entry, participation, and job
protection for men and women have been equal when viewed from the provisions
in the framework of national labor regulations, especially the Job Creation Law, and
how it is implemented at the Semarang City level. The focus of the analysis is di-
rected at the compatibility between the legal norms that govern the principles of non-
discrimination, employment opportunities, and flexibility of employment relations
with the empirical reality in Semarang City. This study aims to analyze the level of
gender equality in Semarang City in access to employment by looking at the imple-
mentation of the Job Creation Law as the basis for regulations that regulate employ-
ment. This research uses a qualitative sociological juridical approach by examining
the applicable legal provisions and examining their application in people's lives. Data
was collected through interviews, observations, and documentation studies of the
people of Semarang City, including workers and students. Thus, it can be concluded
that the implementation of the principle of gender equality in employment access in
Semarang City has not been optimal.

Keywords: Employment, Gender, Equality.
ABSTRAK

Fenomena kesetaraan gender dalam akses ketenagakerjaan menjadi perhatian
penting dalam pembangunan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, terkhu-
susnya pada mahasiswa di kota Semarang. Penelitian ini memusatkan perhatian
pada persoalan kesetaraan gender dalam akses ketenagakerjaan dengan menilai
apakah peluang masuk, partisipasi, dan perlindungan kerja bagi laki-laki dan per-
empuan telah berjalan setara jika ditinjau dari ketentuan dalam kerangka regulasi
ketenagakerjaan nasional, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, serta
bagaimana implementasinya pada level Kota Semarang. Fokus analisis diarahkan
pada kesesuaian antara norma hukum yang mengatur prinsip non-diskriminasi, kes-
empatan kerja, dan fleksibilitas hubungan kerja dengan realitas empiris di Kota Se-
marang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesetaraan gender di
Kota Semarang dalam akses ketenagakerjaan dengan melihat implementasi UU
Cipta Kerja sebagai dasar regulasi yang mengatur ketenagakerjaan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis dengan menelaah ketentuan
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hukum yang berlaku serta mengkaji penerapannya dalam kehidupan masyarakat.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap
Masyarakat kota Semarang, termasuk pekerja dan mahasiswa. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kesetaraan gender dalam akses
ketenagakerjaan di kota Semarang belum optimal.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Gender, Kesetaraan

A.Pendahuluan

Kesetaraan gender dalam akses
ketenagakerjaan merupakan isu pent-
ing dalam pembangunan dan keadilan
sosial. Di Indonesia, masih terdapat
kesenjangan antara laki-laki dan per-
empuan dalam memperoleh pekerjaan,
khususnya pada sektor formal. Hal ini
menunjukkan bahwa kesetaraan gen-
der dalam ketenagakerjaan belum se-
penuhnya terwujud, meskipun berbagai
peraturan telah menegaskan bahwa
laki-laki dan perempuan memiliki hak
yang sama dalam kesempatan kerja.
Negara, pemerintah, dan hukum harus
melindungi hak-hak warganya, se-
hingga perempuan sebagai bagian dari
warga negara selain mendapatkan
dalam

kebebasan menggunakan

haknya namun juga seharusnya
mendapatkan perlindungan hukum ter-
hadap hak-haknya sehingga tidak ada
tindakan sewenang-wenang yang me-
rugikan perempuan (Ismail N. et al.,,

2020).

Undang-Undang Cipta Kerja No-
mor 11 Tahun 2020 bertujuan men-
dorong pertumbuhan ekonomi dan pen-
ciptaan lapangan kerja  melalui
penyederhanaan regulasi ketenagaker-
jaan. Namun, implementasinya men-
imbulkan perdebatan terkait perlin-
dungan hak pekerja, termasuk
kesetaraan gender. Penelitian ini dil-
akukan di Kota Semarang sebagai sa-
lah satu pusat pertumbuhan ekonomi di
Jawa Tengah dengan pasar kerja yang
beragam. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir
sebagai upaya memperluas kesem-
patan kerja, meningkatkan investasi,
menciptakan sistem ketenagakerjaan
yang lebih adil dan bebas dari diskrimi-
nasi gender. Realitas di Kota Sema-
rang menunjukkan masih adanya
berbagai tantangan dalam mewujudkan
kesetaraan gender di dunia kerja, sep-
erti diskriminasi terselubung dalam
perekrutan, pembatasan perempuan
pada jenis pekerjaan tertentu. Selain
itu, stereotip sosial dan kurangnya

dukungan terhadap kebutuhan pekerja
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perempuan turut menghambat kesem-
patan kerja yang setara.

Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik Kota
partisipasi angkatan kerja di Kota Se-

Semarang, tingkat
marang menunjukkan adanya kesen-
jangan signifikan gender dalam akses
ketenagakerjaan antara laki-laki dan
perempuan. Pada 2023, partisipasi
kerja perempuan 60,64% dan laki-laki
78,56%. Pada 2024, perempuan turun
jadi 60,24% sedangkan laki-laki naik
79,92% (BPS, 2023; BPS, 2024). Data
menunjukkan adanya kesenjangan
yang signifikan antara laki-laki dan per-
empuan dalam partisipasi angkatan
kerja serta distribusi sektor ekonomi, di
mana perempuan masih tertinggal da-
lam akses dan keterlibatan di pasar
tenaga kerja (Yusrini, 2017). Dari studi
yang dilakukan di sebagian besar
negara berkembang, ketimpangan
TPAK antara laki-laki dan perempuan
sudah umum terjadi (Nuraeni & Lilin
Suryono, 2021).

Penelitian ini memiliki nilai keba-
ruan melalui integrasi analisis normatif
regulasi ketenagakerjaan pasca berla-
kunya Undang-Undang Nomor 11 Ta-
hun 2020 tentang Cipta Kerja dengan
temuan empiris mengenai akses
ketenagakerjaan berbasis gender di

Kota Semarang. Berbeda dengan

kajian sebelumnya yang lebih banyak
menyoroti konsep omnibus law pada ta-
(Hamid,  2021).
bagaimana

taran normatif
Penelitian ini mengkaiji
karakter omnibus dalam UU Cipta Kerja
berpengaruh terhadap praktik
kesetaraan gender di pasar kerja lokal,
serta menilai efektivitas implementa-
sinya di Kota Semarang.

Berbeda dengan penelitian sebe-
lumnya yang lebih bersifat konseptual,
penelitian ini menekankan pada
konteks lokal sebagai ruang untuk
melihat implementasi kebijakan. Se-
jalan dengan pandangan (Hamid, 2021)
yang menegaskan pentingnya perlin-
dungan hukum ketenagakerjaan dil-
aksanakan secara konsisten, penelitian
ini lebih lanjut menguji bagaimana prin-
sip tersebut terwujud dalam praktik
kesetaraan gender di pasar kerja dae-
rah. Fokus penelitian pada Kota Sema-
rang memberikan perspektif baru ka-
rena kota ini memiliki pertumbuhan
sektor industri dan jasa yang cukup pe-
sat di Jawa Tengah. Namun, dalam
praktiknya masih terdapat anggapan
bahwa pekerja perempuan memiliki
pendidikan dan pengalaman lebih ren-
dah dibanding laki-laki, serta stereotip
bahwa posisi tertentu lebih layak diisi

oleh laki-laki (Sari et al 2023.).
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Penelitian ini menganalisis im-
plikasi kebijakan pasca Undang-Un-
dang Cipta Kerja dengan menilai
apakah perubahan regulasi
ketenagakerjaan membawa dampak
progresif, stagnan, atau justru kon-
traproduktif terhadap kesetaraan gen-
der. Selain menggambarkan kesenjan-
gan yang ada, studi ini juga mem-
berikan evaluasi kritis terhadap ke-
bijakan tersebut. Evaluasi ini relevan
karena diskursus ketenagakerjaan di
Indonesia menempatkan perempuan
sebagai kelompok yang mengalami dis-
kriminasi struktural di pasar tenaga

kerja (M. Ali Muhtarom, 2025).

B. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian
Penelitian ini menggunakan pen-

kualitatif

yuridis

dekatan dengan jenis

penelitian sosiologis  untuk
mengkaji kesetaraan gender dalam
akses ketenagakerjaan di Kota Sema-
rang. Secara empiris, beban domestik
dan tanggung jawab pengasuhan yang
masih dominan dipikul perempuan ser-
ing kali membatasi akses mereka pada
jenis pekerjaan yang tidak fleksibel dan
berpenghasilan tinggi (Jomaa, 2024).
Melalui perspektif yuridis sosiologis,
penelitian ini berfokus pada identifikasi

kesenjangan antara ketentuan normatif

(das sollen) dan praktik empiris (das
sein) dalam proses rekrutmen, penem-
patan kerja, status hubungan Kkerja,
serta perlindungan tenaga kerja di Kota
Semarang. Pendekatan responsif gen-
der dinilai penting karena berbagai studi
menunjukkan bahwa perempuan masih
lebih rentan terhadap kemiskinan, ke-
rentanan kerja, ketidakamanan, serta
kekerasan berbasis gender (Jamuna,
2023).

2. Strategi Penelitian

Strategi penelitian dalam studi ini
kualitatif

deskriptif dengan kerangka yuridis so-

menggunakan pendekatan
siologis untuk memperoleh gambaran
empiris mengenai praktik kesetaraan
gender dalam akses ketenagakerjaan
di Kota Semarang. Data dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, serta
dokumentasi guna memperoleh infor-
masi terkait proses rekrutmen, pemba-
gian kerja, promosi jabatan, serta per-
lindungan hak pekerja laki-laki dan per-
empuan.Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara deskriptif dengan
mengidentifikasi pola, faktor sosial,
serta dinamika struktural yang memen-
garuhi kesempatan kerja yang setara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di pilih secara
sengaja oleh peneliti yang dilakukan di

kota Semarang untuk mengetahui
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keadaan data yang tercantum dalam
peraturan UU Cipta Kerja No. 11 tahun
2023  ketika
kesetaraan

adanya fenomena

gender dalam akses
ketenagakerjaan dengan target utama
peneliti untuk menggalang pengum-
pulan data adalah melalui masyarakat
di kota Semarang yang secara lang-
sung terdampak.
4. Proses Penelitian
Gambaran proses penelitian
dapat dilihat dalam gambar 1 berikut.
Gambar 1. Proses Aliran Metodologi

Penelitian

Analisis Data

(Triangulation
Objek Target Analysis)
dan
Interpretasi
Hasil

Sumber : Peneliti, 2026
Berdasarkan Gambar 1. Proses Aliran

Metodologi Penelitian yang diambil oleh
peneliti yaitu, fenomena kesetaraan
gender dalam akses ketenagakerjaan
UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2023 di
kota Semarang. Peneliti menganalisis
mengenai peraturan yang tercantum
dalam UU Cipta Kerja No 11 Tahun
2023 dengan peristiwa yang terjadi di
masyarakat terkhususnya kota Sema-
rang yang mempengaruhi kondisi sosial

dan ekonomi masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Responden pada penelitian ini meli-
puti berbagai perspektif yang relevan
dengan fenomena yang dipilih, yaitu
kesetaraan gender dalam akses
ketenagakerjaan. Mereka terdiri dari
pekerja atau para pencari kerja dan ma-
hasiswa yang mempunyai pengalaman
langsung dalam proses rekrutmen dan
aktivitas ketenagakerjaan. Melalui wa-
wancara, peneliti menggali informasi
dari responden dengan menggunakan
pertanyaan terbuka sehingga mereka
dapat berbagi pandangan dan pengala-
man secara luas. Peneliti
menggunakan analisis triangulasi kuali-
tatif untuk membandingkan dan mene-
laah hasil wawancara dari berbagai ke-
lompok sumber informasi sehingga
memperoleh ketepatan data.

Dengan demikian, pemanfaatan tri-
angulasi memungkinkan peneliti mem-
peroleh tingkat kebenaran data yang
lebih andal (Vera Nurfajriani et al.,
2024). Pemilihan informan dilakukan
untuk mengidentifikasi perbedaan pen-
galaman, peluang, serta hambatan da-
lam dunia kerja berdasarkan jenis ke-
lamin dan jenis pekerjaan. Dengan
pemilihan informan yang tepat akan
data dan

memperkuat kedalaman

meningkatkan validitas temuan

penelitian (Himam et al., 2026).
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Triangulation Analysis
teknik

pengambilan data digunakan dengan

Dalam penelitian ini,
pendekatan triangulasi analysis dil-
akukan dengan membandingkan data
dari responden yang memiliki latar
belakang jenis kelamin dan status kerja
yang berbeda. Teknik pengumpulan
data menggunakan wawancara dipilih
sebagai teknik pengumpulan data ka-
rena memungkinkan peneliti untuk
memperoleh data yang mendalam
mengenai pengalaman, persepsi, dan
pandangan responden terkait peran
generasi milenial dalam mewujudkan
kesetaraan gender (Larasati et al.,
2023).

Pengumpulan data ini dilakukan
respons dan

dengan target

menggunakan pertanyaan terbuka.
Kedua, wawancara melibatkan interaksi
antara peneliti dan responden untuk
saling bertukar informasi. Ketiga, doku-
mentasi saat peneliti melakukan wa-

wancara kepada responden.

Gambar 2. Grafik Proses Penelitian
Metode Analisis Triangulasi dengan Pen-
dekatan Deskriptif Kualitatif.

e

Sumber : Peneliti, 2025
Dilakukan dengan mengelompok-

kan data ke dalam beberapa topik
utama, yaitu pengalaman dalam men-
cari pekerjaan, kesetaraan peluang
kerja, adanya syarat rekrutmen yang
tidak adil, kesulitan dalam mencari
kerja, serta pendapat dari responden
mengenai perlindungan hak pekerja
perempuan sesuai dengan Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Ketenagakerjaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengalaman Melamar Kerja

dan Akses Awal
Ketenagakerjaan.
Berdasarkan wawancara terhadap
informan yang terdiri dari pekerja dan
mahasiswa di Kota Semarang,
diketahui bahwa proses pencarian kerja
tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ad-

ministratif, tetapi juga oleh faktor sosial
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seperti konstruksi gender yang memen-
garuhi pengalaman dan peluang indi-
vidu. Informasi lowongan pekerjaan
umumnya diperoleh melalui kanal digi-
tal informal, seperti media sosial Insta-
gram, Facebook, grup komunitas, serta
jaringan pertemanan. Hal ini sejalan
dengan konsep digital labor market (Au-
tor, 2019) yang menjelaskan bahwa
perkembangan platform digital dapat
memperluas akses terhadap informasi
pekerjaan bagi para pencari kerja.

Beberapa informan juga
mengungkapkan bahwa terdapat krite-
ria tertentu yang tidak selalu dican-
tumkan secara terbuka dalam pamflet
lowongan kerja sehingga preferensi ter-
tentu baru terlihat pada tahap lanjutan
proses rekrutmen. Selain itu, ditemukan
adanya preferensi gender dalam proses
perekrutan, misalnya pada lowongan
kerja di salah satu UMKM bidang Food
and Beverage (FnB) di sekitar UNNES
yang secara jelas mensyaratkan
pekerja perempuan. Kondisi ini menun-
jukkan bahwa preferensi gender masih
muncul dalam praktik rekrutmen, teru-
tama pada sektor informal.

Di sisi lain, diskriminasi berbasis
gender tidak hanya dialami oleh per-
empuan, tetapi juga laki-laki. Seorang
laki-laki
bahwa banyak lowongan kerja paruh

informan mengungkapkan

waktu di sekitar kampus lebih mempri-
oritaskan pekerja perempuan sehingga
laki-laki
terbatas. Secara keseluruhan, pengala-

kesempatan bagi menjadi
man informan menunjukkan bahwa
proses rekrutmen belum sepenuhnya
inklusif secara gender. Meskipun digi-
talisasi memperluas akses informasi
pekerjaan, praktik preferensi gender
masih memengaruhi proses seleksi
tenaga kerja.

2. Persepsi Kesetaraan Kesem-
patan Kerja antara Laki-laki
dan Perempuan.

Data lapangan menunjukkan

bahwa persepsi tentang kesetaraan
kesempatan kerja antara laki-laki dan
perempuan di Kota Semarang masih
bersifat kondisional. Berdasarkan wa-
wancara terhadap sepuluh informan
yang terdiri dari pekerja dan maha-
siswa, diketahui bahwa kesetaraan
gender dalam akses kerja belum ter-
wujud secara merata. Namun, be-
berapa informan juga menilai bahwa
pada sektor tertentu mulai terlihat
perkembangan menuju kondisi yang
lebih setara.

2.1Persepsi Kesetaraan Berdasar-

kan Kompetensi
Sejumlah informan menilai bahwa

kesempatan kerja pada dasarnya ter-
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buka relatif setara bagi laki-laki dan per-
empuan jika proses seleksi didasarkan
pada kompetensi, pengalaman, dan
kualifikasi. Pandangan ini sejalan
dengan prinsip merit-based employ-
ment yang menekankan penilaian ber-
dasarkan kemampuan individu, bukan
jenis kelamin. Prinsip tersebut juga
sesuai dengan semangat non-diskrimi-
nasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja
serta Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang
menjamin hak setiap warga negara un-
tuk memperoleh pekerjaan yang layak.
2.2 Bias Gender dalam Persyara-

tan Rekrutmen

Penelitian ini juga menemukan
adanya persyaratan rekrutmen yang
mencantumkan  preferensi  gender
secara eksplisit maupun implisit. Be-
berapa informan sering menjumpai
lowongan kerja dengan keterangan
seperti “diutamakan perempuan” atau
“‘diutamakan laki-laki”. Seorang in-
forman bahkan melihat banner lowon-
gan kerja di pinggir jalan dengan prefer-
ensi gender tertentu. Informan lain juga
menemukan pamflet lowongan Kkerja
paruh waktu di sekitar kampus yang
secara langsung menyebutkan posisi
tersebut khusus bagi perempuan. Hal
ini menunjukkan bahwa praktik rekrut-
men masih dipengaruhi oleh asumsi

gender.

2.3 Stereotip Gender sebagai Ham-

batan Struktural

(Rahmawati et al., 2023) menjelas-
kan bahwa hambatan struktural yang
paling banyak diidentifikasi oleh in-
forman adalah stereotip gender, yakni
generalisasi berbasis jenis kelamin
yang memengaruhi penilaian terhadap
kapabilitas seseorang dalam bekerja.
Stereotip ini beroperasi pada dua level,
yaitu pada tahap rekrutmen (proses
seleksi) dan pada level organisasi
(penempatan serta promosi jabatan).
Pada tahap perekrutan, beberapa in-
forman mengungkapkan bahwa per-
empuan sering kali dihadapkan pada
pertanyaan atau pertimbangan yang
berkaitan dengan rencana pernikahan
maupun rencana memiliki anak.
Seorang informan perempuan yang
bekerja di perusahaan produksi kecan-
tikan PT TKPN, menjelaskan bahwa da-
lam beberapa proses rekrutmen per-
empuan kerap ditanya mengenai
rencana menikah atau memiliki anak,
meskipun pertanyaan tersebut
sebenarnya tidak berkaitan langsung
dengan kemampuan kerja (Sugiyono,
2017).
2.4Ketimpangan antara Norma

Hukum dan Realitas Lapangan

Secara keseluruhan, hasil

penelitian ini menunjukkan adanya
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kesenjangan antara norma hukum yang

menjamin  kesetaraan kesempatan
kerja dengan realitas yang dialami pen-
cari kerja di lapangan. Undang-Undang
Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)
memuat ketentuan yang bertujuan
melindungi tenaga kerja dan men-
dorong terciptanya kesempatan kerja
yang lebih inklusif (Kinda Az-Zahra
Muliati, 2025). Namun demikian, efek-
tivitas implementasi regulasi tersebut
masih bergantung pada komitmen pem-
beri kerja, kapasitas pengawasan
pemerintah, serta tingkat kesadaran
hukum di masyarakat. Dalam perspektif
sosiologi hukum, kesenjangan antara
norma hukum (das sollen) dan praktik
sosial (das sein) menunjukkan bahwa
keberhasilan suatu regulasi tidak hanya
ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi
juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan
kelembagaan yang memengaruhi im-
plementasinya.

3. Bentuk-bentuk Diskriminasi

Gender dalam Rekrutmen

Diskriminasi gender dalam rekrut-
men dapat dikategorikan menjadi dua
bentuk, yaitu diskriminasi eksplisit dan
diskriminasi implisit. Diskriminasi ek-
splisit terlihat dari persyaratan lowon-
gan yang mencantumkan preferensi
jenis kelamin tertentu tanpa dasar yang

relevan dengan kompetensi jabatan.

Sementara itu, diskriminasi implisit
muncul melalui asumsi, stereotip, serta
penilaian subjektif perekrut terhadap
peran laki-laki dan perempuan. Kedua
bentuk ini menunjukkan adanya bias
struktural dalam proses seleksi tenaga
kerja yang dapat menghambat prinsip
kesetaraan dalam dunia kerja serta
mempengaruhi peluang kerja bagi ke-
lompok tertentu.

Diskriminasi eksplisit terlihat dari
beberapa lowongan yang secara ter-
buka mensyaratkan pekerja per-
empuan, seperti pada sektor FnB atau
rekrutmen guru les matematika tingkat
SMP. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa banyak lowongan kerja part-time
lebih  mengutamakan pelamar per-
empuan sehingga kesempatan bagi
pelamar laki-laki menjadi lebih terbatas.
Fenomena ini menunjukkan adanya
preferensi gender dalam proses
perekrutan. Diskriminasi terhadap per-
empuan yang terus terjadi di berbagai
belahan dunia masih menunjukkan
bahwa pemahaman serta usaha-usaha
untuk mewujudkan kesetaraan gender
masih banyak menemukan kendala
(Khoiriyah, 2020).

Selain itu, diskriminasi juga muncul
secara implisit melalui stereotip peran
gender yang terlembagakan dalam bu-

daya kerja. Pekerjaan seperti laundry,
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kasir, dan dapur sering diberikan
kepada perempuan karena dianggap
lebih teliti, sedangkan pekerjaan yang
menuntut mobilitas dan kekuatan fisik
diprioritaskan bagi laki-laki. Beberapa
responden perempuan juga mengaku
mengalami ketidaknyamanan akibat
perilaku rekan kerja laki-laki yang tidak
pantas di tempat kerja. Beberapa faktor
utama yang menyebabkan rendahnya
partisipasi perempuan dalam dunia
kerja adalah keterbatasan akses pen-
didikan, norma sosial domestik, serta
ketidaksetaraan
(Hayya et al., 2025).

4. Hambatan Struktural dalam

kesempatan kerja

Akses Ketenagakerjaan

Temuan penelitian menunjukkan
bahwa hambatan yang dihadapi pen-
cari kerja, khususnya perempuan di
Kota Semarang, bersifat struktural dan
saling berkaitan. Berdasarkan wa-
wancara terhadap sepuluh narasum-
ber, akses kerja masih dipengaruhi
berbagai faktor sistemik. Hambatan pal-
ing umum adalah persyaratan pengala-
man kerja minimum yang menutup
peluang bagi pelamar pemula, maha-
siswa, dan fresh graduate. Kondisi ini
menciptakan paradoks klasik rekrut-
men: untuk memperoleh pekerjaan
dibutuhkan pengalaman, tetapi pen-
galaman hanya dapat diperoleh setelah

seseorang mendapatkan pekerjaan ter-
lebih dahulu (Nasution & Yuniasih,
2022).

Temuan wawancara menunjukkan
bahwa pekerjaan seperti laundry, kasir,
dan penjaga konter lebih sering diberi-
kan kepada perempuan karena diang-
gap sesuai dengan keterampilan do-
mestik, sedangkan pekerjaan Kkurir,
mekanik, atau teknis diprioritaskan bagi
laki-laki karena dinilai membutuhkan
kekuatan fisik. Pola ini menunjukkan
bahwa  stereotip gender masih
mempengaruhi  struktur kesempatan
kerja. Temuan ini sejalan dengan
penelitian (Kinanti et al., 2021) yang
menunjukkan bahwa jenis kelamin yang
mendominasi suatu pekerjaan masih
menjadi dasar utama masyarakat da-
lam mengklasifikasikan pekerjaan se-
bagai maskulin atau feminin.

Hambatan berikutnya Dberkaitan
dengan diskriminasi berbasis status
pernikahan dan rencana reproduksi ter-
hadap pelamar perempuan. Beberapa
narasumber mengungkap bahwa per-
empuan sering ditanya mengenai
rencana menikah atau memiliki anak
saat wawancara kerja, meskipun per-
tanyaan tersebut tidak berkaitan lang-
sung dengan kompetensi kerja. Kondisi
ini dikenal dalam literatur sebagai moth-

erhood penalty, yaitu penilaian negatif
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terhadap perempuan karena potensi
memiliki anak di masa depan (Nuraeni
& Suryono, 2021). Bahkan cuti me-
lahirkan sering kali dipakai oleh perus-
ahaan untuk dalih memecat bagi
tenaga kerja yang dianggap berper-
ilaku terlalu berani melawan kebijakan
perusahaan sebelum melahirkan (lsti-
arti, V.T. 2013).

Temuan lapangan menunjuk-kan
adanya perbedaan upah antarpekerja
bahkan

pekerja lama tetap menerima gaji awal

untuk posisi yang sama,

ketika perusahaan membuka lowongan
baru dengan nominal lebih tinggi.
Penelitian oleh (Laili & Damayanti,
2018) menemukan adanya diskriminasi
upah berbasis gender di sektor man-
ufaktur Indonesia. Selain itu, (Nasution
& Yuniasih, 2022) mencatat bahwa
sebelum pandemi Covid-19 pekerja
perempuan di Kawasan Timur Indone-
sia menerima upah 36,86 persen lebih
rendah dibandingkan laki-laki. Kesen-
jangan ini diperparah oleh implementasi
perlindungan pekerja yang belum
merata (Tatyana Lianto & Ulfatun
Najicha, 2020; Zubi & Affan, 2021; Blau
& Kahn, 2017).

5. Implementasi Perlindungan
Hak Pekerja Perempuan da-
lam UU Cipta Kerja

Perlindungan hak pekerja per-
empuan merupakan salah satu isu sen-
tral dalam kajian ketenagakerjaan ber-
basis gender. Secara normatif, Indone-
sia telah memiliki perangkat hukum
yang cukup komprehensif untuk
melindungi perempuan di dunia kerja,
mulai dari UU No. 13 Tahun 2003 ten-
tang Ketenagakerjaan hingga peru-
bahannya melalui UU No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan
hasil wawancara dengan seluruh nara-
sumber, jawaban yang diperoleh
secara konsisten menunjukkan adanya
kesenjangan yang cukup lebar antara
norma hukum yang tertulis dan realitas
implementasinya di lapangan.

Secara keseluruhan, kesenjangan
implementasi perlindungan hak pekerja
perempuan merupakan masalah
struktural yang bersumber dari tiga
faktor yang saling berkaitan. Pertama,
lemahnya fungsi pengawasan
ketenagakerjaan terutama pada sektor
informal dan UMKM. Kedua, tidak
adanya sanksi yang cukup memberikan
efek jera bagi perusahaan yang me-
langgar hak-hak pekerja perempuan.

Ketiga, masih rendahnya kesadaran
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dan komitmen sebagian pemberi kerja
terhadap kewajiban hukum mereka.

6. Harapan dan Rekomendasi
Menuju Kesetaraan Gender
Substantif

Para informan menekankan bahwa
proses rekrutmen seharusnya didasar-
kan pada kemampuan dan pengala-
man, bukan jenis kelamin. Namun, im-
plementasi di lapangan masih memer-
lukan komitmen nyata dari pemberi
kerja, khususnya pada sektor UMKM
dan informal (Asmara, 2022). Semen-
tara penelitian sebelumnya menunjuk-
kan bahwa standardisasi seleksi yang
transparan dapat menekan bias gender
dalam keputusan rekrutmen (Prasetyo,
2025)

Seorang pekerja paruh waktu
menyatakan bahwa perempuan yang
mengalami nyeri menstruasi berat
seharusnya diberikan izin istirahat ka-
rena merupakan kondisi biologis yang
tidak dapat dihindari. Pemenuhan hak
reproduktif ini merupakan bagian inte-
gral dari konsep decent work yang di-
usung ILO (Canton, H., 2021). Secara
yuridis, hak cuti haid telah diatur dalam
Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003, na-
mun implementasinya masih belum
merata (Mutiara Ramadhan & Sentot
Imam Wahjono, 2025). Di sisi lain, UU
Cipta Kerja belum secara signifikan

memperkuat sanksi bagi pelanggaran,
sehingga celah implementasi tetap ter-
buka (Zubi & Affan, 2021).

Harapan narasumber menunjukkan
perlunya reformasi dalam ketenagaker-
jaan di Kota Semarang, meliputi
penyempurnaan sanksi dalam UU Cipta
Kerja, penguatan pengawasan oleh Di-
nas Tenaga Kerja, serta perubahan
cara pandang terhadap kemampuan
perempuan di dunia kerja (Sutarman et
al., 2024). Maka, kesetaraan gender
substantif tidak hanya perubahan teks
regulasi semata, tetapi pelu pem-
bangunan ekosistem kerja yang

menempatkan kompetensi sebagai

kriteria utama (Guszalina et al., 2022).

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis melalui pen-
kualitatif
dengan wawancara terhadap sepuluh

dekatan sosiologis-yuridis
narasumber di Kota Semarang, disim-
pulkan bahwa kesetaraan gender da-
lam akses ketenagakerjaan belum ter-
wujud secara merata. Meskipun secara
normatif UU Ketenagakerjaan dan UU
Cipta Kerja menjamin prinsip non-dis-
kriminasi serta perlindungan pekerja
perempuan, implementasinya di lapan-
gan masih belum optimal, terutama

pada sektor UMKM dan usaha informal
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yang menjadi ruang kerja dominan bagi
para narasumber.

Diskriminasi gender dalam rekrut-
men muncul dalam dua bentuk, yaitu
diskriminasi eksplisit melalui pencantu-
man syarat gender dalam lowongan
kerja, serta diskriminasi implisit yang di-
pengaruhi stereotip peran gender.
Penelitian ini juga menemukan bahwa
diskriminasi dapat terjadi pada kedua
gender. Perempuan sering menghadapi
hambatan pada pekerjaan fisik atau
teknis, sementara laki-laki kesulitan
mengakses pekerjaan paruh waktu
yang didominasi perempuan. Hal ini
menunjukkan perlunya perbaikan sis-
tem rekrutmen yang lebih adil dan ber-
basis kompetensi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini,
beberapa saran dapat diberikan kepada
para pemangku kepentingan dalam
ekosistem ketenagakerjaan.
Pemerintah perlu memperkuat pene-
gakan hukum terhadap praktik diskrimi-
nasi dalam rekrutmen serta meningkat-
kan pengawasan ketenagakerjaan,
khususnya pada sektor UMKM dan
usaha informal. Pemberi kerja dis-
arankan menerapkan sistem rekrutmen

berbasis kompetensi yang transparan

dan bebas bias gender. Lembaga pen-
didikan tinggi juga perlu membekali ma-

hasiswa dengan pemahaman

mengenai hak-hak ketenagakerjaan.
Selain itu, masyarakat dan pencari kerja

diharapkan  meningkatkan literasi

hukum agar mampu mengenali dan
merespons berbagai bentuk diskrimi-
nasi gender di lingkungan kerja.
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